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Penelitain ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang belum 

mengetahui tentang perjanjian perkawinan, Sehingga sebagian besar masih 

menganggap asing. Dari situlah peneliti ingin mengetahui sejauh manakah 

pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kota Blitar, lalu apa saja yang diperlukan 

dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bagaimana pendaftarannya dan lain-lain. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan 

perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan harta pribadi suami istri di kota 

Blitar. 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam upaya 

perlindungan harta pribadi suami istri di kota Blitar dalam perspektif Hukum 

Positif dan  Kompilasi Hukum Islam. 

Metode peneltian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan 

jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data lapangan melalui metode wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan 

kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian 

perkawinan di Blitar muncul dengan beragam latar belakang salah satunya ada 

yang membuat perjanjian untuk melindungi aset dari resiko bisnis, ada yang ingin 

menghindari percampuran harta, atau karena adanya ketimpangan ekonomi  suami 

istri. 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan 

tidak boleh melanggar kesusilaan atau ketertiban umum dan harus dibuat melalui 

notaris sebelum pernikahan berlangsung. Selain itu tidak dapat diubah selama 

pernikahan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak setuju. Sementara itu 

dalam Kompilasi Hukum Islam, Suami istri bisa membuat perjanjian perkawinan, 

Hal ini berdasar buku I Bab VII Pasal 46-52 Kompilasi Hukum Islam. Taklik 

talak juga tidak harus ada dalam setiap perkawinan, tetapi jika dibuat, tidak bisa 

dibatalkan. Dan bila ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka istri berhak 

meminta pembatalan nikah di Pengadilan Agama. 
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This research is motivated by the large number of people who do not know 

about marriage agreements, so most still consider foreign. From there, 

researchers want to know the extent of the implementation of marriage 

agreements in Blitar City, then what is needed in making marriage agreements, 

how to register them and others. 

The formulation in this study is: 1) How is the implementation of the 

marriage agreement in an effort to protect the personal property of husband and 

wife in the city of Blitar. 2) How is the implementation of the marriage agreement 

in an effort to protect the personal property of husband and wife in the city of 

Blitar in the perspective of Positive Law and the perspective of Islamic Law. 

The research methods used by researchers are qualitative methods and 

types of field research. The data collection techniques used in this study are in the 

form of field data through interviews, documentation, and triangulation methods. 

While data analysis techniques use data condensation, data presentation, and 

conclusions. 

The results of this study show that: 1) The implementation of marriage 

agreements in Blitar comes with various backgrounds, one of which is that there 

are those who make agreements to protect assets from business risks, some want 

to avoid mixing assets, or because of the economic inequality of husband and 

wife. 2) In the seCivil Code, the marriage agreement must not violate decency or 

public order and must be made through a notary before the marriage takes place. 

In addition, it cannot be changed during the marriage, unless both parties agree. 

Meanwhile, in the Compilation of Islamic Law, husband and wife can make a 

marriage agreement, this is based on book I Chapter VII Articles 46-52 of the 

Compilation of Islamic Law. Taklik talaq also does not have to be present in every 

marriage, but if it is made, it cannot be undone. And if there is a violation of the 

agreement, then the wife has the right to request the annulment of the marriage in 

the Religious Court. 
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